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AKIBAT HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIREKSI YANG
TIDAK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN RUPS

Fajaruddin

PENDAHULUAN

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor ) Tahun 2007 tentang  Perseroan
Terbatas mendefemsikan  balwa  Persercan Terbatas vang  selanjumya disebut
Perseroan adalah badan hukume vang merupakan persekutian medal, didirikan
berdasarkan  peganjian, melakukan  kegiatn  usaha  dengan modal  dasar vang
seluruhnya terbagi dalun sabiam dan memenuhi persvaratan vang ditetapkan dalam
undang-undang ini sera peraturan pelaksanaanny.

Kata “Perseroan™ menunjuk kepada modalnya vang terdin atas sero (sabam),
sedanghan kata “Terbatas” menunjuk kepada tangeung jawal pemesog sabam vang
tidak melebihi nilai nominal sabam yvang diambil bagian dan dimilikinga, Hal ini sejalan
dengan cin pertanggungiawaban yang melekat pada Perseroan Terbatas itu sendin vang
bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas juga memberikan
kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan  perusahaannya
(kepada setiap orang) dengan cara menjual seluruh saham vang dimilikinya pada
perusahaan (pembeli).' Dengan arti kata lain bahwa Perseroan Terbatas mencerminkan
adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebil, sehinges dapat dikatakan balwa
untuk mendirikan Perseroan Terbatas tdak dapat dilakukan secar seomng din,

Penegasan atis hal werschut di atas tertang dabom Pasal 7 avae (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 wentang Perseroan Terbatas vang menvatakan balwag
“Perseroan dichivikan oleh 2 (dua) orang ato lebil dengan sk notaris vang dibum
dalam bapasa Indones™. Prasvarat jumlah personal dalam pendinan schuah
Perseroan Terbatas beruuan untuk memenuhi komposist organ Perseroan atas suatu
perusihaan. Ketentuan-kelenuan vang memuat persyaratan konsotonl badan hokum
dapat diternukan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan vang
menunjuk orang-orang yang mana vang dapat bertindak unuk dan atas nama tanggung
jawab badan hukum.” Orang-orang dimaksud disebut sebagai organ badan ‘vang
merupakan suatu esensial organisasi i,

Berdasarkan ketentoan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas menvebutkan bahwa; “Ongan Perseroan adalah Rapat

‘Ahmad Yam & Gunawan Widiaga, 1999, Perseroan Terbatas, Jakara: Rug Grafindn persada,
halaman 1.

"Ricdwaunn Kharrasy, 2006, Penggmtar Hukoam Dagang, Yeoovakarta: FEL U Press, halamn 49,

‘Ali Ridlo, 1986, Badan Hukum dan Kedwdukan Budan Hukem Ferseroan, Ferkumpulan
Koperast, Yavasan, Wakal, Bandung: Aduss, Balwmaz 17,
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Umum Pemegang Saham; Direksi; dan Dewan Komisars”, Menyjuk pada ketentuan
ini, diketahui ada tiga unsur organ  Perseroan yaity; RUPS, Direksi dan Dewan
Komisaris. Sebagai suatu badan hukum yang seringkali disebut sebagai artiffcial person,
suatu Perseroan Terbatas tdak dapat dilepaskan dani arahan dan kehendak dari ketiga
organ Perseroan tersebut di atas. Secara sederhana, dapat diibaratkan bahwa peran
chsekutif dani Direksi adalah scperti seorang presiden yang memimpin suatu Negara,
yang wewenangnya diawasi secara yudikatif oleh Dewan Komisaris, vang pada akhirmya
akan dipertangnngawabkan pada RUPS sebagai “perwakilan rakyvat” atau DPR-nya'.

Keberadaan Direksi dalam sebuah Perseroan adalah merupakan salah satu
organ penting dalam menjalankan roda organisasi Persercan. Persyaratan sehagai
Direksi merupakan suatu hal atau ketentuan yang harus dipenuhi dan bersifat penting
dalam suatu Perseroan terbatas, schingga Direksi yang dipilih dan diangkat dapat
diharapkan menjalankan serta memenuhi tguan dan maksud Perseroan nantinya.
Untuk pertama kalinya, Dircksi diangkat oleh para pendin, hal mana disebutkan dalam
akta pendirian, Sclanjuinva, diangkat oleh RUPS! Direksi merupakan  pengurus
Perseroan vang bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Dengan kata lain, Direksi
adalah dewan dirckiur vang dapar terdin dari satu atau beberapa orang direkmur, Oleh
karena itu, bila Dircksinya terdini dari beberapa orang maka salah satunya menjadi
direktur utama atau presiden direkiur sedangkan yang lain menjadi direknur atan wakil
direkiur.

Terhadap Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun
dana  danfatiu mengelola dana masvarakat, Perseroan vang menerbitkan  surat
pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan terbuka diwajibkan oleh Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk mempunyal paling
secikit dua orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi werdini atas dua angrota Direksi
atan lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara angeot Direksi
diretapkan berdasarkan RUPS,

Artinya, arah kebijaksanaan vang ditentukan oleh RUPS dengan rujukkan
Anggaran Dasar pendirian Perseroan merupakan landasan vuridis L Dhrekst dalam
menentukan langkah kebijakannya menjalankan roda perusahaan. Sebab mgas dan
wewenang yang diemban oleh Direksi merupakan “nigas kepercayaan”  (iduciary
chutsd, dengan harus senantiasa:”

1. Bertindak dengan ittkad baik; "

2. Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan

dan pemegang saham semata-mara;

3. Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tgas

dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan
VAIIE Walar;

‘Albent Aries, Kekuatan Mengika Tindakan  Direksi Tanpa  Persenguan RUPS, pada
wawhukumenlne com, dinkses pada lind Selasa, 005 Aprl 2006, Pukul 10.56™.

'CA.T. Kansil dan Christne 5. T, Kansil, 2005, Hukum Perasahaan Inckomiesia, Aspek Hukum
dalam Ekonorm, Jakarta: Pradnya Paramta, halaman 101,

Cunawan Widsiga, 2008, Risko Hukwn Selagi Direksi, Komisarss dan Pemilik P, Forum
Sahabat, halaman &3-44 dalam Albent Aries, fhad, pada wwwhuknmonline.com, diakses pada hari
Selusa, 05 Aprl 2016, Pukul 10,56,
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4. Tidak diperkenankan unk berada dalam suann keadaan vang dapat
mengakibatkan kepentngan dan amu kewajibionya tedhadap  Perseroan
herbenturan dengan kepentingan Perseroan, kecuali dengan pengetahuan
dan persetjuan Perseroan,

Berkembang atau tidakiya kegiatan usaha Perseroan umunmya dipeoganihi
oleh kemampuan  Direksi dalam menjalankan dan memenej  kegiatan usaba
perusabiaan, Keberhasilan Diveksi dalam mencapai High Selling (penjualan vang tinggi)
terhadap produk dan jasa vang dipgakan perusahaan kepada konsumennya serta
Perfect Perforn (pekegaan sempurna) atas manajenal administrasi perusahaan, dinilai
selain merupakan hasil dari seff skdf yang diniliki sang Dircksi juga tidak terlepas dard
arhan dan kebijaksaan vang i wenwkan oleh RUPS denggin Gdak  melepaskan
Anggaran Dasar pendinan Perseroan sebagai rujukkannya. Pasal 92 avat (1) Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menvebutkan bahwa
Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tjuan Perseroan. Selanjumya Pasal 92 Avat (2) menyatakan
bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} sesuai dengan kebijakan vang dipandang tepat, dalam batas vang diterukan dalam
undang-undang ini dan atan Angearan Dasar”,

Lebih  jauh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menggnskan
kewenangan Direksi mengurus Perseroan untuk mewakili Perseroan baik di dalam
maupun di luar pengadilan, dalam hal anggota Direksi terdin lebih dari 1 (sam) orang,
yang berwenang mewakili Perseroan adalab setiap anggota Direksi, keeuali ditentukan
lain dalam Anggaran Dasar. Dircksi juga mempunyai kewenangan untuk mewakili
Perseroanbaik di dalam mavpun di luar pengadilan dengan tdak terbatas dan tidak
bersvarat, kecuali ditentukan lain dalam undeng-undang dimaksod, Anggaran Dasar,
atau keputusan KUPS. Wincian kewenangan  Direksi unwk mengurus  Perseroan
sebagaimana disebut dalam standar model Anggaran Dasar Perseroan: sebenarmya
berebiban vaitu tedak terbatas dan ddak bersvarar, karena kewenangan Direks: unnik
mengikat Perseroan dengan pihak nin dan pilak lain dengan Perseroan sebenamya
sudah jelas, dalam kewenangan untuk menjalankan segala tndakan bak vang mengena
kepengurusan maupun kepenulikan,

Bahkan, perbuatan-perbuatan hukom Direksi dalam mengurus kepentingan
than usaha Perseroan baik di dalum maupun di luar pengadilan, sebenarnya juga dapat
diklasifikasikan ke dalam perbuatan menjalankan pekeraan kepengurusan maupun
perbuatan menjalankan pekegaan kepemilikan, Perbuatan hukum Direksi vang bersifar
rutin  dalam  melaksanakan keglatan usaha  Perseroan, mula dan pengambilan
keputusan-keputusan manajemnen dan bisnis dalam rangka mencapa maksud dan
nuan Perseroan sampai dengan pelaksanaan keputusan-keputusan ity masuk dalam
lingkup perbuatan  hukum vang merupakan perbuatan  menjalankan  pekegaan
kepemilikan atau perbuatan menjalankan pekemgaan penguasaan,

Seinng dengan beralannya wakte, ddak sedikit Perseroan vang  berhasil
mencapai level tertinggi kesuksesan pelaku vsaha dalam melakoni dunia usahanya
secara langgeng berkat kerja keras Direksi selaku organ Perseroan, Namun tdak
sedikit juga perusahaan vang tadi berada dipuncak  kesuksesan lalu  kemudian
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mengalami oleng bahkan kolep vang disebabkan oleh salah satinya adalah Faktor
manajemen yang mula amburadul dan juga disebabkan oleh kebijakan vang dijalankan
oleh Direksi tidak sesuai dengan kebijaksanaan vang telah ditentukan oleh RUPS,

Sudah barang tentu kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Perseroan
vang tidak sesuai dengan kebijaksanaan vang termlis dalam RUFS sebagaimana
dimaksud dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Bahkan lebih dari
iy, tdak menutup kemungkinan perosalan hukum-pun kemudian muneul atas
kebijakan Dircksi yvang dinilai menyimpang tersebut.

BEBERAPA ISTILAH

1. Perseroan Terbatas
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas menvebutkan bahwa
“Perservan Terbatas, vang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum
vang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan  perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbag dalam
saham dan memenuhi persvaratan vang ditetapkan dalam u <mndang i
serta peraturan pelaksanaannya®™.

Agar Perscroan mendapatkan legalitas badan hukum, maka menurut Pasal 7
avat (4} Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
memprasyaratkan  agar  Perseroan mendapal  pengesahan  terlebih  dahuly  dari
pemenntah dalam hal ini Kementnan Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Berkaitan dengan badan hukum, 1.G.Rai Wiava mendefenisikan yvang dimaksucd
dengan *Badan Hukum adalah suatu badan {engtd vang keberadaannya terjac karena
hukum atan undangundang®.’ !

2. Direksi

Yaitu organ Perseroan yang berwenang dan hertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentngan Perseroan, sesuai dengan maksud dan mujuan
Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesua dengan ketentuan
Anggaran Dasar.”

3. RUPS

RUPS adalah “organ Perseroun vang mempunyai wewenang vang tdak
dibenkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas vang ditennkan undang-
unelang i dan/ aan Angearan Dasar™,”

4. Dewan Komisaris

T.GRa Widiavs, 2002, Hukumn Perusaliwm  Perseroan Terbatas, Cetakan ke=d, Jakarta:
Kesunt Blane, haliman 6.

Pasal 1 ayat (3) Unidang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perusahaan werbats.

Wasal 1 ungka 4 Usilang-Uniclasyg Nogmor 40 Db 2007 tentang Perseroan Terbats.
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Dewan Komisans  adalaly “Orngan Perseroan vang  bermugas melakukan
pengawasan secara wnum daname khosus sesual dengan Anggaran Dasar serta
invinbert nasihat kepada Direksi®."”

5. Saham

Saham adalab saman pila atio pembuokuean dalam berbaga instrumen finansial
vang, mengacy pacda bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan
sl memungkinkan perusabaan-perusahaan yang membutubkan pendanaan jangka
peomang untuk ‘menjual’ kepentingan dalam bisnis-saham fefek chuits)  dengan
inbialan vang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain
menerbitkan obligast. Sabam dijual melaln pasar primer (prrraeny marked atan pasar
sekunder (seconchry marked."

6. Kebijakan & Kebpaksanaan

Kebipakan adalah mngkaian konsep  dan asas vang menjadh pedoman dasar
rencana dalam pelaksanaan sua pekerjaan, kepemimpinan, dan cam bertindak .
Lailahy imi elapat diterapkan pada pemerintaban, organisasi  dan kelompok  sekior
swista, sea mdividu, Kebiakan berbeda dengan peraturan atan hukom. Jika hukom
dapat memaksakan  aau  melarang  suvat penlaky isalova suam hukom yvang
miengharuskan pembaviran pajak penghasilan), kebijakan lanyva menjadi pedoman
mulakan vang paling mungkin memperolel hastl yvang dimginkan.” Kebybsanaan
secara harfiah didefensikan sebagm suatu keadaan vang selalu menggunakan akal
bnilinya (pengalaman dan pengetahuannya); anf;  tgam pikiran; pandad dan hag-hao
{eenmat, telin, dan sebagainva) apabila menghadapt kesulitan dan sebagainya.” Dalam
konteks RUPS, kebpaksanaan dapat diartikan sebaga schuah keadaan vang bensikan
kesepakatan tertulis dan para pemegang saham untuk suam keputusan tertentu yang
herkatan dengan pegalananan usaha Perseroaz,

DREESI SEBAGAI SEBUAH ORGAN

Direksi dapat dikatakan sebagal perwakilan dari  Perseroan. Penegasan kata
perwakilan menujukkan adanya svatu tndakan atan perbuatan dan Direksi, dimana
melakan ataun perbuatan vang dilakukan tersebut adalah untuk kepentingan orng atau
pibak lain, serta untuk dan atas nama pihak tersebut” Freeddy Hams dan Teddy
Amgegoro mengemukakan babwa setiap gerakan atau aktvitas Diveksi badan hukum
poga merupakan kehendak dan badan hukum it sendin, vang mana kehendak badan
lkum it dapat dilibat pada wjuan berdinnya dan amanat pemegang saham dalam
vapat umum (general meetng vang ermakiub dalam Anggaran Dasar.”

“Prasal 1 ayat (5 Undang=Undagg Nomor 40 Tk 2007 tentayg Perseromn Terbias.,

“hitp/fid wil;.i }crlia ML [Saham, diakses pada har Selasa, 05 April 2006, Pukul 16.32.%%,

’ i Kb dhiakses pacda hant Selasa, 05 Apnl 2006, Pukul 16, -J"'“
wﬂm& diakses pada han Selasa, (03 Aprl 2016, Pukul 16,457,
“Gunawan Widsga, 2008, 150 Tanva Jawab temtang Perseroan Terbatas, I1kzrm Form

Sallaar, halaman 63,

“Freddy Hams dan Teddy Anggoroe, 2000, Hukum Perseroan Terbatas: Kewanban

Fesheritaban oleh Direksi, Bogor: Gl Budonesia, halunan 37,
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Orrgan Perseroan” berdasarkan bukmn vang berlako terdin dart RUPS, Dewsi
Komisans, dian Direksi. Organ-organ tersebut masing-masing memiliki kewenaiomi
vang berbeda seperti vang telah diatur dalam Undang-Undang Nomaor 40 Tahoun 207
tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ Perseroan vang berwenang lan
bertanggung jawah penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentngan Perseroan,
sestiad dengan maksud dan mojuan Persercan serta mewakilt Perseroan baik di dalam
maupun di Juar pengadilan sesu dengan ketentoan. Anggoan Dasar dan undang
undang.” Oleh karenanya Peran Direkst sangin vital dalam menguros dan mengelola
suaty Perseroan guma mencapan topoan vang ditnginkan olely Perseroan.

Peran Direks sebagu organ dalam mengelola Persercan menurut Orinken
Purba capat dililan dan dua fungsi usana dar Direksi yaitu fungst manajemen dan
lungsi representasi,  Fungsi menajemen  berkaitan dengan  wgas Direksi untuk
memimpin dan mengelola Perseroan, sedangkan fungsi representasi berkaitan dengan
tigas Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip
mewakili perusahaan di luar pengadilan antara lain memberikan konsekuensi
Perseroan sebagal badan hukum ghan eokat dengan ransakst atan konmak-konrak
vang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepenongan Perseroan.”

Mengngat pentngnyva posist Dircks: sehagan salah satu ongan Perseroan, maka
pengangkatan, pengantan danfatan pemberhenuan Direksi hams dilakokan sesuai
dengan apa vang telah diator dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan terhatas,

1. Pengangkatan Direksi
Untuk pertama  sekalt  penganghatan  anggota Direksi  semestinya  telah
dicantumkan didalam Akia Pendirian Perseroan Terbatas, hal i tegas diatur dalam
Pasal & avar 2 horal b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas vang menyatakan: '
Nama lengkap, tempat  dan  tanggal  lahir, pekeguan,  tempat  tnggal,
kewarmmegaraan anggota Dirckst dan Dewan Komsans vang pertama kah
chiangkat.

Merpuk paada pasal tersebut i atas, maka diketadug pengangkatan Direks
sehagn salah satn organ Perseroan telah terlebih dabolo dilabukan pada saay
pembentikan Perseroan terbatas. Hal terselnn merupakan suam kebiasaan yang
mergadi ketentuan vmom dalum pembruatan saate akia pendinan Perseroan Terbatas
vang mewajibkan untuk memuoat susunan dan nama anggota Direksi vang pertama kali
memampin Perseroan Terbatas sepak dicimkan, dan pada Anggaran Dasar (ALY
chimaksud juga selamuimva memuat ketentuan mengenan cara peniliban, penganghatan,
penggantan dan pemberbennan angeota Diveks: dan Komisans,

"Perseroan sebagay Jegad et atan Diadan lokom melabokan Tungst hukumnya boban
berndak sebagar kuasa dan para pemegang sahamnva, tetp beriindak antak dan atas maananya sendin,
Tihar: Rachonadi Ulsanean, 20008, Laore 00, Bl Ehds, ulereans DA7.

"Labat pesal 1oyt 5 Unalange1 lnckung Nogner 30 @b 2007 ot Perseroun "Lerbuatas,

“Ornnton Porba, 2000, Petunpek Prakas bag BUPS; Komsans, dan Direkst Perseroan
Vet agan “Feaboackar dagi Jevn Hoken, Jakarte Bl Asa Sukosas, habuman 67,
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Anggaran Dasar Perseroan sebagimana dimaksudkan di atas haruslah sepalan
ehmg-Undang Nomor 4 Talwun 2007 tentang Perseroan Terbatas vang tclah
wengatur mekanisme vang semestinva dilaksanakan oleh organ Perseroan uniuk
melikukan pengangkatan Direksi. Pada Pasal 94 ayat (1) undang-undang tersebu,
menvebutkan bahwa: “Anggota Dircksi diangkat olch RUPS™,

Artinva, Kewenangan  pengangkatan Direksi  sebag organ Perseroan
sepenuhnva merupakan wewenang RUPS,  Hal dimaksud mencerminkan bahwa sam-
sattinya mekanisme  pengangkatan Diveksi pada soam Peseroan laroslabe melalu
lorum RUPS, sehingga  pengangkatan Direksi maopun aoggotanya Gdak dapat
dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya,”

Jabatan dan kedudukkan Direksi pada wmumnya memiliki batas wakm,
I'engangkatan Direksi juga harus memenuhi syvarat vang telah diatur oleh peraturan
perundangundangan, vag  sescorang dapat  diangkat menjadi  Direksi adalah
perseorangan yang cakap” untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam wak 5
{lima) tahun sebelum pengangkatannya pernak: ™

a Dinyatakan pailit,

b Menjadi angeota Direksi atan Dewan Komisars yang dinyatakan bersalah.

. Menvebabkan suatu Perseroan dinyatakan paili atag dibukam Karena

melakukan ondak pidina vang menupkan keuangan  negara,  dandatan
berkaitan sektor kevangan,

Secara rngkas Undang-Unding Nomor 40 Talon 2007 entang Perseroan
l'erbatas, telah mengatur mekamsme pengangkatan Diveksi, selagai beribut

a.  Bahwa pengangkatan Direksi haruslah dipotuskan melalui forum RUS sesuau
dengan tata cara vang telah diatur dalam Anggaran Dasar™ Rapat umum
pemegang saham selanjutnva menuangkan hasil kesepakatan kesepakatan rapat
dalam hal pengangkatan Direksi pada risalah keputusan RUPS  manpun
keputusan RUPS yang dibuat dengan Akta Autentk oleh notans, Keputsan
RUPS ersebut dapat menentukan kapan pengangkatan it muolad berlako vang
menandal sahnyva Direksi tersebut untuk bekemga. Akan tetapi jika odak
ditentukan dalam nsalah RUPS, maka keputusan  RUPS  mengenai
pengangkatan Direksi itu mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.®

b. Bahwa terhitung uga puluh (30) hari sejak tanggal kepumsan RUPS mengena
pengangkatan Dircksi baru sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, maka
Dircksi tersebut wajib memberitahukan perubahan Direksi kepada Menteri
{dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dicatat dalam
daftar Perseroan vang merupakan perlengkapan dalam Sistem Adminismasi

"Lihat Pasal 94 avat (1} Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 wntang Perseroan Terbatas.

"Pasal 1820 KUHPerdata menentukan bahwe kecakapan bertndak menupakan saluh sat
svaral sahiva pedangian. Selanjutnga, menunit Pasal 330 KUHPerdaa bamsan eakap seseromng
ditentukan dengan usianya yang sudah bams berusia miniral 21 @hun ato elah menikah (kawin atan
pernah kawin).

*Lihat Fasal 93 wvat (1) Unclang-Undang Momor 40 Tahun 2007 tentaing Perseroan Terbatas.

*Lihat Pasal 94 ayat (4) Undane-Undang Nomer 40 Tabun 2007 wnnng Perseroan Terbuts.

“Lihat Pasal 94 avat (5) can (6} Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 wentang Persercan
lerhatas.
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Badast Hukum (SABHL" Dattir Perseroan adalah bentik lin dan Daliar
Persaliam it datiar catatan resmi vang diadakan memuout atan bereasankan
ketentuan peraran-peraturan pelaksanaannyva, dan memuat hal-hal vang wayih
dhdaliarkan oleh seuap perusahaan serta disahkan oleh pefabat vang herwening
dan kantor pendaltaran perusabaan,”

Dadam bal  pengangkatan Direksi sehaga onsn Perseroan vang  laros
ditundarkan adalahy kemungkinan adanva rangkap abatan antara satu organ. Peseroan
dengan organ L vang digabat olel sam orng, Dalam realitava, pacis beberapa
contoh kasus secliliat kerap tergadi ranghap jabatan, dimana sesorang sebagal pemegang
stlim juga bethedudukan sebagair Direksi, Ranghap jabatn dimaksud Juga akan
menvebabkan  ketidakjelasan dalam pelaksanaan  wewenang MAsE-Nasing  organ
Perseroan, oleh karena senap orang menduduki dua jabatan organ Perseroan vang
berbeda. Meskipun  Undang-Undang Nomor 40 Talum 2007 tentang  Perseroan
Tetbinas pada dasarnva ucdak mengatur secara tegas apakal bolel amn tdak SesCOrAng
menduduki ranghap jabatan pada settap vrgan Perseroan, Akan tetapt, rangkap jabatai
padia suatu Perscroan tersehut tentu saja dapat menimbulkan benouran kepenungan
tlalam mengalankan akivits Perserous,

Hal tersebut juga akan memimbalkan monopoli kebijakan oleh Direksi dalam
melakukan pengurusan anpa menmta periimbangan ata persetujuan dan pemegang
saham lainnya, Sudah seharsnya seuap organ Perseroan dijabat oleh orang-orang vang
berbeda  karena  csensi kewenangannva-pun  berbeda, selingga jelas siapa vang
menguris Perseroan, melakukan pengawasan, dan menunta laporan atas akuvitas
Perseroan. Dengan demikian benmiran kepentngan tersebut tidak terjacdi. M. Yahya
Harahap berpendapat bahwa dalam iuelaksanakan pengurusan Perseroan, setap
undakan yang mengandung benturan kepentingan dikategorikan sebagai tindakan
iknkiel burok el fadd, tindakan demikian (vang berbenturn kepentingan)
melanggar kewaiban kepercavaan dan kewajiban  menaati peraturan perundang-
unclangan.”

2, Pemberhentian Direksi

Mengenai pemberhentan Direksi, ketenmannva dapat dilikat Pasal 105
Undang-Undang  Nomor A0 “Uahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas, vang
menvebutkan:

i Angeota Diwekst dapat diberhennkan sewaki-wakin berdasarkan keputusen
RUPS dengan menveburkan alasannva,

b. Keputssan untuk memberhienokan anggota Dircksi sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) diambil seiclah vang bersanghutan diberi kesempatan untuk
meembela din dalam RTUPS,

c. Dalam hal keputusan untuk memberhentkan anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada aval (2 dilakukan dengan keputisan di luar RUPS sesuai

“Labiat Pasal 404 vl 070 T hambgge Meding Moanor 90 Uabig 2007 tentatke Perseroan Terkatis.

“Pasal 1 lwsrnf o Uil lndang Nosmor 3 P 1982 wentug Wi Dabar Perusahamn

AL Yalwa Havabap, 2011, Hukum Peseroon Terbatas, Cetakan Kenga, Jakarta: Sinar Gralika,
bl 370,
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dlengan ketentan sebagimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi vang
bersangkutan diben whu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan
diberikan kesempatan unink membela diri sebelum  diambil  keputusan
pemberhentian.

il. Pembenan kesempatan unmk membela dir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2 ndak diperlukan dalun bal vang bersangkutan tdak berkebeman atas
pemberhentan tersebut.

v.  Pemberhentian anggota Direkst berlaky sejak:

1) ditutupnva RUPS sebaganmin dimaksud pada avat (1);

2 angeal keputusan sebagaimana direaksud pacda ava (3);

A1 tangal kun vang diteapkan dalam keputasan RUPS sebagaimana dimaksucl
pada avat (1); atau

A tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan selagaimana dimaksud pada
ayat (3),

Pemberhentian terhadap Direksi ada dua macam, yaine:”
a. Pemberhentian (permanen)

Pemberhentian ity dengan didasarkan alasan vang sudah jelas. Sudah tenw
pemberhentian tersebut ada kaitannva dengan kesalahan vang dilakukan oleh anggota
Direksi yang bersangkutan. Kesalahan anggota Dirckst tdak terlepas dar ketentuan
menjalankan tymsnyva dengan itikad baik dan tdak/kurang bertanggung jawab terhadap
kepentingan  dan usaha  Perseroan, Dalam  pemberhentian i, RUPS  dapa
memberhentikan Direksi tanpa menungeu pembelaan dari Direksi, apabila Direksi
tidak menghadii RUPS.

h. Pemberhentian Sementara

Pemberhentian yang didasarkan untuk sementara waktu. Karena silamya
sementara, maka pemberhentian itu nantinya dengan keputusan RUPS dapat berakibat
anggota Direksi bersangkutan dapat bekega kembali menjalankan tugasnva  atau
diberhentikan seterusnya, Dalam pemberhentian sementar waktu ini tidak selalo
dilakukan oleh RUPS, namun dapar dilakukan oleh Dewan Komisars dengan
menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut dapat ditolak atau diterima
memjadi pemberhentan tetap oleh RUPS,

Selwin  karena  pemberhentian oleh RUPS, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Persercan Terbatas seorang Direksi dapat berhenn dari
jabatannya karena sebabesebab sebagai berikut:

I} Masa jabatannya telah berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa jabatan
bertkutnya,

2) Berhenn atas permintasan direkour vang bersangkutin, dengan atau sebaly
apapun,

31 Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Diveksi sebagimana diatur dalam Anggaran

Dasar atau dalam perundang-undangan yvang berlaku,

41 Direkiur secara pribadi dinyatakan pailit oleh pengadilan.

“Labuat Pasal 106 ayat (10 Ul Uik Nomor 40 Tiabun 2007 wenting Perseromn Lerliatas,
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B Sakit ters-mencrus vang dapat menghambat pelaksanian tagas direkir,

fi} Mendenta tekanan mental atau gangguan jiwa vang dapat menghambat
pelaksanaan mgas direktur. 4

7} Dihukim penjara karena bersalah dalam wakin vang reladf lama sehingga dapat
menghambat pelaksanaan wgas direktur.

8 Meninggalkan tgas atu menghilang anpa berita secar terus menerus.

RUPS SEBAGATI LANDASAN PELAKSANAAN KEB[JAKAN

Mengingat bahwa Perseroan adalahy merupakan asosiasi modal, maka sudah
sewajarnya bahwa RUPS selaku organ Perseroan vang merupakan wadah perwujudan
kepentungan para pemegang saham (pemilik modal saham) mempunyai segala
wewenang dalam Perseroan vang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Perseroan dan/atay Anggaran
Dasar.

Selanjutnya, RUPS merupakan satsatunya organ Perseroan vang berwenang
meengangkat dan inemberheniokan amgeor Divekst din Dewsn Komisaris, Kewenangan
chsklusif tersebut ndak dapat dilimpahkan kepada siapapun, baik di dalam maupun di
e Perseroan, RUPS mempunval kewenangmn pengangkatan dan pemberhentan
ersebut dan kewenangan-kewenangan ban vang tdak dimiliki Direksi dan Dewan
Komusans. Namun demikian, kedudukan ketiga organ Perseroan (vaitu RUPS, Direksi
dan Dewan Komisans) adalaly segajar atau seden dan bukan vang satu membawahi yang
lain atau wntergeordnet. Masing-masing organ mempunyal tugas dan kewenangannya
sendini menurut dan dalam batas yang diatur dalam undang-undang Perseroan dan
Anggaran Dasar,

Memperhankan bahwa RUPS adalah organ vang mewakili kepentingan para
pemegang saham (pemilik modal), maka* sudah sewajamya bahwa semua keputusan
yang berkaitan dengan strukiur organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang
sabam semisal perubahan Angraran Dasar, permohonan agar Perseroan dinvatakan
pailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal Perservan dan pengeluaran saham
haru dan penggunaan laba Perseroan adalah wewenang RUPS.

Dengan demikian, tegas terlihat balwa RUPS menjadi sebuah landasan
kebijaksanaan bag organ Perseroan (terutama Direksi) dalam mengambil kebijakan
guna menjalankan roda organisasi Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan
tujuan pendinian Perseroan. Hal tersebut menunjukkan adanya pertalian hukum antara
keberadaan RUFS schagai landasan kebiaksanaan dengan kebijaksanaan Direksi vang
berisikan pola, tindakan dan perbuatan Direksi sebagai organ Perseroan dalam
mencapai maksud dan tujuan Perseroan dimaksud,

AKIBAT HUKUM

Kebijakan (pedcy berbeda dengan peraturan aau hukum,  dimana hukum
atau sebuah peratutan sifamya memaksa (bensikan perintah untuk dilakukan atay
larangan untuk tidak dilakukan), sedangkan kebijakan hanva menjadi pedoman
unelakan vang paling mungkin dilakukan untuk memperoleh hasil vang diinginkan.”

* whwikipedi orgfwiki Kebijakit, Lo O -
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Namun demikion kebijakan (polcy) vang pada umumnya berisikan sebuab konsep
atan gagasan terkait cara-cara ataun metode tertent vang harus dilakokan dalin raneka
mencapai sesuaty yang diinginkan, schingga kebiiakan umumnya cendming diikun-
sertakan dengan tindakan dan perbuatan,

Demikian halnya dengan kebijakan Dircksi sebagai organ Perseroan, lanmnya
kebiakan tersebut disertai dengan tindakan dan perbuatan oleh  Dircksi yang
bersangkutan, oleh karenanva tndakan dan perbuatan Direksi dimaksud  harus
disesuaikan dengan kewenangan vang dimiliki. Lampauan tndakan atas kewenangan
vang dimiliki oleh Diveksi memungkinkan terjadi dalun pemulanan kegiatn usaha
sebuah Perseroan memungkinkan untuk tedadi. Iu sebabnva dikenal dokirin s
vires dalam lakon dumia usaha berbacan hukum termasuk Perseroan Terbatas.

Delinisi aftra vires menurut Black's adalah “an aer performed without anv
autlority to act on sulect ™" Ula Vires didefinisikan sebagai “tndakan vang dilakukan
lanpa otoritas untuk benindak sebagai subjek”. Dalam Bahasa Latin, e vires memili
arti “di oar” atan “melebihi” kekuasaan (outside the powen) vaitn kekuasaan yang
dibenkan hukum terhadap suatn badan hukom (dalam hal ind badan hukum Perseroan
diwakili oleh Organ Perservan dalam melakukan tndakan hukumnya). Lsiilah Jain Vang
seringkali  digunakan  unnik  mendefinisikan  wle wres adalah *pelampauan
wewenang”.” Lllra vires diterapkan dalam art luas yakni tidak hanya kegatan vang
dilarang oleh Anggaran Dusamnya, tetapi termasuk juga tndakan vang adak dilarang,
tetapi melampam kewenangan vang dibenkan,

Tindakan wioa wres pada dasarmya berbeda dengan Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Meskipun ada
persamaan antara wlra vires dan PMH yang sama-sama merupakan tindakan vang
menimbulkan kerugian, Namun vang menonjol dari perbedaannya yaitu indakan wlra
vires merupakan tindakan di luar kewenangan, kewenangan tersebut telah diatur dalam
peraturan - perundang-undamgn naupun Anggacan Dasar,  sedangkan PMH
perbuatannya bukan merupakan kewenangan yvang sebelumnya ddak disr dalam
peraturan perundang-undangn.

Dokirin whra vires memiliki basis teori keagenan, Konstruksi hubungan hukum
tenadi antara pihak principal pada satu sisi dan agenr pada sisi yang lain, sehings hal
demikian memposisikan Dircksi sebagal Organ Perseroan sebagai agent sedangkan
Perseroan sebagai princgpal” Oleh karenanva agent harus melakukan tindakan dalam
batas  kewenangannya  (dnga wires) dan Apabila 12 bertindak i luar  batas
kewenangannya maka Organ Perseroan tersebun melakukan tndakan wfra wires,

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 entang
P'erseroan Terbatas menyebutkan bahwa;

"Henry Camphbell Black, 1990 Sk 5 Law Dicnonary, Sived Edion, St Paul: West Publishing
Co, Ddamary 1522 dalam hingsymagskemvekesnpi liles wordpress.oom, diskses pada hari Minggu,
17 Apnl 2006, Pukul 22, 15™

“Munir Fuady, 2010, Dokirin-lokian Modern dalam Corprorate Lawdan Eksastensiva daliom
I hekeun Indoness, Bandung: Cirn Adinva Bakn, hala 102,

T Buliyono, Transplants Hokum: Hammonisasi dan Porensi Benturan, halaman 161,
abann bnpsefmaniskemveketanpd iles wordpress.com, O €
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Direksi berwenang menjalankan pengursan sebagaitmana dimaksud pada aym
(1) s dengan kebiakan vang dipandang tepat, dalam batas vang ditentuban
dalam Undang-Undang ini dan/atan Anggaran Dasar, *

Pada pasal tersebot di atas, ada penegasan kalima “dhafarn datas vang ditentokan
didarn UL ini ddanvatan. Anggaran Dasar”™ mengisyaratkan adanva larangan untuk
melakukan tindakan di luar batas vang ditentukan dalam Undang-1ndang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atan Anggaran Dasar  Perseroan,
Schingga rimpak jelas batasan sl wres adalah Angearan Dasar Perseroan merupakan
sumber dan batas kewenangan yvang paling utama untuk mengukur terlampaui atau
ticaknya kewenangan vang dilakokan Direksi,

Kebijakan sebagn ganis pedoman bag Direksi sebagi Ovgan Perseroan dalam
melakukan dndakan tentunya bersumber pada kewenangan vang diberikan Perseroan
kepadanya., Sumbersumber kewenangan bagi Direksi Perseroan dalam menyusun dan
menjalinkan  kebijakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 1eruang
Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan Kebijaksanaan RUDPS,

Dengan kara lain, selamia Anggota Direksi melakokan kebijakan sena bertindak
dalam kewenangannya (nmanares) maka Anggota Direksi terschut bertanggung jawab
sesual Kapasitasnya schagai Amggota Dirckst, Namun, manakala Anggota Direksi
tersebut berindak di luar kewenangan (odira vires), maka Angrota Direksi tersebut
bertanggung jawab secara pribadi (Ranal Tanggung Tawab Pribiadi),

Batas tanggung jawab anggota Direkst adalah menjalakan Iungst pengurnisan
{management) dan Tungsi perwakilan {(representatvel “sesual dengan maksud dan
tupuan Perseroan™” dan “dalam batas vang diteniukan dalam Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 dan Anggaran Dasar™.” Sclain i, batas tangeung jawab Direksi adalah
berdasarkan kebijaksanaan para pemegang salam yang terangkum dalam keputusan
RUPS vang semestinya disesuaikan kelaziman amran pada butir-butir Anggaran Dasar
Persercan yang memben batsan antara laing

ao Bahwa Dirckst harus bekera sesual dengan rencana kerja vang telah disetuu
aleh Dewan Konsans atau RUPS;

b Tiap anggota Dirckst waiib meminta perimbangan terlebih daholu kepada
anggola Diveksi Tainnya apabila akan melakokan tndakan vang  menurut
kebiasaan dalam dunia usaha dianggap sebagai hal vang penting bagi Perseroan;

¢. Pembagan pekerjaan Direksi dalam linghungan Perseroan antara para anggota
Direksi diatur dan ditentukan sendiri oleh para nggota Direksi i,

Lebih lanpu, Undang-Undang Nowior 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
sebagai payung hukum Perseroan di Indonesia telah mengisvaratkan agar Direksi
dalam mengambil kebiiakan sebagai scbuah nndakan mengelola Perseroan agar
dilaksanikan dengan prinsip kehati-lagan, Pasal 85 avn Undang-Undang Nomor 40
Tabhun 2007 tentang Perseroan Terbatas menvebutkan bahway “Setap anggoea Direksi
waptly dengan sunkad batk dan penalt tangmung javab memafankan ogas  wnik
kepenungan dan usaha Perseroan”,

“Fasal 92 avar () Undang-Unedang Nomor M Talium 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Pasal 92wyt (20, Unidang=Unibagyg Nomor 40 g 2007 tentang Perseroan Terbuatas,
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Meskipun ketentan Pasal 85 avat (1) tersebut tidak menjebiskan batasan dadum
pransip kehatian-hatan, namun tersirat adanya akibat hokom vang akan mooen) dar
setiap kebijakan vang dilakukan oleh Direksi dimaksud dan setiap akibat hukum akan
dinmiai - pertanggungjawaban hukum pula baik bagi Direksi yang melaksanakan
helnjakan maupun bagi Perseroan vang menyusun langkah kebijaksanaan sebagaimana
witiang dalam RUPS. Pelaksanaan kebjakan Direksi vang udak sesuai dengan
kebnaksanaan - RUPS  wentunya memiliki - akibat  hukum vang  berdampak
pertanggungiawab hukum tersendird, baik vang herdimensi Perdata maupun Pidana,

Dalam hukum pidana dikenal adanya asas personalitas vang memandang bahwa
pelanggunglawaban  pidana melekat pada subjek hukum vang berbuat dan/atau
melakukan kejahatan {indak pidana). Oleh karenanya, Undang-Undang Perseroan
Terbatas memerintahkan agar Dircksi menjalankan pengurusan Perseroan umuk
kepenungan Perseroan dan sesua dengan maksud dan nguan Perseroan antara lain
pengurusan sehan-hari Perseroan dengan prinsip kehan-hatian (Pasal 85 ayat (2)) .

Penegasan terhadap kalimat *pengurusan sehari-har Perseroan® sejalan dengan
pranclangan para ahili di bidang hukim bisnis yang meogatakan balwa vang dimaksued
tlengan perbuatan pengurusan (befieer van daden) vainn Gap-tiap perbuatn vang perlu
atan termasuk golongan perbuatan vang biasa dilakukan unmk mengums aso
memelibara persenkatan perdata, wrmasuk Perseroan.” Selanjumya diswar pula bahwa,
Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuat dengan kebijakan vang dipandang
tepat dalam batas Undang-Undang dan Anggaran Dasar.” Penegasan terhadap kalimat
“kebijakan yang dipandang tepat” dalam pasal tersebut adalah kebijakan vang antara
lain didasarkan pada keahlian, peluang yvang tersedia, dan kelaziman dalam dunia
usakia sejens.

Istilabh “kebijakan yang dipandang tepat® ini secara weoritis masuk  dalam
kategori Alanket norm (open norm), karena sifatnya vang terbuka. Maksud dan tjuan
dan kalimat “kebiakan yang dipandang tepat” tidak terdapat penjelasan vang past
amun berdasackan Unddang-Undang Perseroan Terbatas menunjukkan adanya kaedah
yang mengatakan babwa kebipkan secars tepat o di dasarkan atas “keliman dalam
dunia usaha sejenis®. Kelaziman yang dilakukan Direksi dalam menjalankan kebijakan
hisnis umumnya didasarkan pada prinsip ekonomi vaing; “dengan modal vang sekecil-
kecilnya, mendapatkan untung vang sebesar-besanya”. Namun demikian prinsip
chonomi dalam mengalankan bisnis tersebu semestinva juga dilaksanakan Direksi
dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehan-hatan scbagamana diamur dalam
ketentuan Pasal 85 avat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tanggung  jawab  Dircksi  adalah . kewasjiban  sescoring Direksi untuk
melaksanakan aktvitas vang ditugaskan kepadanyva sebaik mungkin, sesuai dengan
kemampuannya.” Dalam Perseroan, Direksi dibenkan batasan wewenang sebagaimana
tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun RUPS. Tanggung jawab Direksi
timbul, ketika Direksi vang bersangkutan mula mengeunakan kewenangannva terselut,
Unmk imlah Undang-Undang Perseroan Terbatas  menenmbkan halwa  Direksi

“Musdyve Prunon, Loc €55, habanan 15.,

“Pasal 92 avat G20 Utilang-1Unedangs Neowsor 40 Pabun 2007 tenting Perseroan Terlns,
“Purnomc, O, halaman 19,

"Woinnardi, 1983, AsasaAsas Masjemen, Baslurge A, Lakmn 98,
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bertangmung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan njuan Perseroan, dan pengurusan Perseroan sebagal bentuk
kewenangan oleh Direksi tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawah,”

Pelaksanaan pengurusan Perseroan dengan ittkad bak dan penuh tanggung
Jaowaby iy fidl sense of responsibiind dapat berart mewajibkan  Direksi untuk
melaksanakan wgasnva dengn mjin (diffgend, penul kehat-hatian (earefalfy) dan
pintar serta terampil (s&affiffd, Berdasarkan romusan ersebut, terlibat bahwa Direksi
dalm mengurus Perseroan i Indonesia dibebani kewajiban unmuk melaksanakan
fieluciary duty, i

Dalam  mengeloln Perseroan, Direksi dituntwt untuk  dapat  mengambil
kebyakan bisnis yang tepat dan cepat. Hal ini dikarenakan kondisi bisnis vang cepat
berubal dan persamgan vang ketat dari kompetter. Namun mntutan tersebut tidak
mengurangt pelaksanaan kewapban Sdueiary duty oleh Direksi. Sehingga seluruh
kebijakan vang diambil Dirckst dalam menguris Perseroan harus tetap berlandaskan
fichscrary disr.

Pada kenyataannya, huokan tdak muongkin kebijakan vang diambil Diveksi
membawa kerugian bagi Perseroan, Walaupun kebijakan tersebut merupakan hasil
tlari pergmbangn vang matang oleh Direksi dengan tetap memperhatkan kewajiban
fevetary vang dibebankan kepadanya. Dengan ombulnva kerugian bag Perseroan
tersehut, tentn hal i dapat menghilanghan sifat pertanggungiawaban terbatas dari
Perseroan dan memmbulkan anggung jawab pribadi dan Direksi.

PENUTUP

Kebiakan Dircksi pada dasarova memiliki hubungan hukum secara langsung
dengan Kebiaksanaan RUPS, Dimaha kebijakan Direksi dilaksanakan bedandaskan
dan berpedoman pada batasan-batasan kewenangan Dircksi yang ditnangkan ke dalam
RIUTPS. Sehingga dalam aplikasinya, kebifakan Direkst udak boleh menvimpang dengan
apa yang felah digarskan dalam kebiksanaan RUPS. Schingea, akibat dar souatg
kebipkan Direksi vang tidak sesum dengan kebijaksanaan RUPS akan menimbulkan
akibat hukum rersendin baik terhadap internal maupun eksternal Perseroan vang
memiliki akibat dan pertanggung jawaban hukum baik berdimensi perdata maupun
pldana.
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